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Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 

1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan 

2. PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Administrasi Pemerintahan 

3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
4. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 
5. PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan 

6. ermen PAN-RB No. 20 Tahun 2021tentang Seleksi 
Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan 
Pada Kementrian/Lembaga 

7. Permendagri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja IPDN yang mengatur struktur kelembagaan, 

senat, hingga tingkat fakultas 
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur tentang 

pengangkatan lulusan IPDN menjadi Calon Pegawai Negeri 

1. Memahami Peraturan Pengadaan ASN 
2. Memahami tugas dan fungsi Sub Bidang Pengadaan 
3. Memahami tata cara pelaksanaan Pengadaaan ASN 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

JL. Kesuma Bangasa No. 82 Samarinda Telp (0541) 737060 Fax. 737060 

Samarinda 75121 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN 

BKPSDM KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

SUB BIDANG PENGADAAN 



Sipil (CPNS) serta masa wajib Ikatan Dinas selama 5 (lima) 

tahun 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 

Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
10. PMK Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organinsasi dan 

Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN 

11. PMK Nomor 223/PMK.01/2020 tentang Statuta Politeknik 
Keuangan Negara STAN 

12. PMK Nomor 226/PMK.01/2020 Perubahan Atas PMK 
Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan 
Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa 

Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan 
Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan 

Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Kuangan 
Negara STAN 

13. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

14. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
15. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) 

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan 

  

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 

1. Kementrian PANRB 
2. BKN RI 

3. Lintas OPD 
4. SOTK BKPSDM No 119 Tahun 2021 

 

1. Komputer 
2. Printer 

3. Scanner 
4. Berkas Usulan Pengadaan 

5. Berkas Peserta Seleksi 

  



Peringatan Pencatatan dan Pendataan 

Verifikasi dan validasi data calon ASN, agar diperhatikan dan 
teliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam alur kegiatan 
Pengadaan ASN 

1. E-Formasi 
2. SIASN Instansi 

 

  



SOP : PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA CALON (ASN) SEKOLAH KEDINASAN 

 

 

No. 

 

 
KEGIATAN 

Pelaksana   Mutu Baku  

 
KET 

CPNS 

KABID 

PENGADAAN DAN 
PEMBERHENTIAN 

SEKRETARIS 
KEPALA 

BKPSDM 

INSTANSI 

PEMERINTAH 
DAERAH 

SEKRETARIS 

DAERAH 

WALI 

KOTA 
KEMENTRIAN BKN 

MENPAN-
RB 

Kelengkapan Waktu Output 

1 

Surat Keputusan 

Penempatan ke 

Daerah Asal 

Pendaftaran 

          Surat Keputusan 

Penempatan 

Sesuai 

Rundown 

MenPANRB 

Surat 

Keputusan 

Penetapan 

 

2 

Penyerahan 

Lulusan 

    

 

  

 
 

 

 
 

   Surat Keputusan 

Penempatan 

1 hari Pertek BKN  

3 

Pemberkasan 
Dokumen CPNS 

          Pengumuman 
Teknis 

Pemberkasan 

Sesuai 
Rundown 

BKN 

Berkas CPNS  

4 

Pengusulan 

Penetapan NIP  

       

 

 

   Berkas CPNS Sesuai 

Rundown 

BKN 

Pertek 

Penetapan NIP 

CPNS BKN 

 

5 

Penetapan NIP 

 

          Pertek Penetapan 

NIP CPNS BKN 

Sesuai 

Rundown 

BKN 

SK CPNS  

6 

Perjanjian Ikatan 

Dinas 

Surat Keputusan 

CPNS 

 
 

          Surat Perjanjian 

Ikatan Dinas 

Sesuai 

Kebutuhan 

Waktu 

Instansi 

Pemerintah 
Daerah 

Surat 

Perjanjian 

Ikatan Dinas 

 

7 

Surat Perintah 

Melaksanakan 

Tugas 

 

          Surat Perintah 

Melaksanakan 

Tugas 

1 Jam Surat Perintah 

Melaksanakan 

Tugas 

 

8 

Penyerahan SK 

CPNS 

 

          Surat 

Keputusan Wali 

Kota 

1 Hari   
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